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KATA PENGANTAR 

 

Buku Hukum Dagang ini disusun sebagai salah satu referensi 

pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam kajian hukum 

bisnis dan hukum perdagangan di Indonesia. Materi yang disusun 

dalam buku ini menunjukkan adanya upaya untuk menjelaskan 

hukum dagang secara terarah, mulai dari konsep dasar, sumber 

hukum, Ragam struktur badan usaha, perseroan terbatas, badan usaha 

milik negara, surat berharga, asuransi, kepailitan, perlindungan 

konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, 

sampai dengan alternatif penyelesaian sengketa. Susunan tersebut 

memperlihatkan bahwa buku ini tidak hanya berisi pengertian dasar, 

tetapi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum 

dagang dalam praktik kehidupan ekonomi modern. 

Dari segi substansi, buku ini memiliki kekuatan pada cara 

penyajiannya yang bertumpu pada norma hukum, doktrin, dan 

kebutuhan pembelajaran. Hukum dagang tidak dapat dipahami 

hanya sebagai kumpulan aturan tentang perdagangan. Hukum 

dagang harus dipahami sebagai aturan hukum yang mengatur 

hubungan dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku bisnis, 

perlindungan bagi pihak yang memiliki kepentingan, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik 

perdagangan. Dalam konteks tersebut, buku ini memberikan dasar 

pemahaman yang cukup luas bagi pembaca untuk melihat hukum 

dagang sebagai bidang hukum yang hidup dan terus berkembang. 

Kelebihan lain dari buku ini terletak pada pendekatan yang 

digunakan. Penulis menyusun uraian dengan pola yang sistematis. 

Setiap bab diawali dengan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan 

pendahuluan, pembahasan pokok, rangkuman, dan soal latihan. Pola 

seperti ini memudahkan pembaca untuk memahami arah 
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pembelajaran pada setiap bab. Mahasiswa dapat mengetahui 

kompetensi yang perlu dicapai, memahami uraian konseptual, lalu 

menguji kembali pemahamannya melalui soal latihan. Dengan 

demikian, buku ini tidak sekadar berfungsi sebagai bahan bacaan, 

melainkan juga berperan sebagai perangkat pembelajaran yang 

sistematis dan terorganisasi. 

Secara akademik, buku ini juga memperlihatkan karakter 

penulisan hukum yang menekankan kejelasan dasar hukum. 

Pembahasan mengenai KUHD, KUHPerdata, UUsektoral, doktrin 

hukum, serta perkembangan praktik perdagangan. Hukum dagang 

Indonesia tidak berdiri pada satu sumber hukum saja. Hukum dagang 

berkembang melalui peraturan tertulis, kebiasaan, yurisprudensi, 

doktrin, dan kebutuhan praktik bisnis. Oleh karena itu, pembaca perlu 

memahami hubungan antara norma hukum dan praktik ekonomi 

secara seimbang. 

Buku ini layak digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, 

praktisi, dan pembaca umum yang ingin memperoleh pemahaman 

dasar mengenai hukum dagang Indonesia. Bahasa yang digunakan 

cukup jelas dan mudah diikuti, tetapi tetap mempertahankan corak 

akademik. Materi yang disajikan juga dapat menjadi pintu masuk 

untuk memahami persoalan hukum yang lebih luas dalam dunia 

perdagangan, perusahaan, transaksi bisnis, perlindungan konsumen, 

kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis. 
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Dengan demikian, buku ini layak digunakan sebagai bahan ajar 

hukum dagang bagi mahasiswa. Buku ini juga dapat menjadi rujukan 

awal bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara hukum, 

perdagangan, perusahaan, dan perkembangan bisnis modern. 

Diharapkan keberadaan buku ini mampu memberikan sumbangan 

nyata bagi kemajuan pembelajaran hukum dagang di Indonesia. 

 

Mario Randy Lengkong 

Manado, 6 Juni 2026 
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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku 

Hukum Dagang ini. Buku ini disusun sebagai bahan ajar yang 

memberikan pemahaman dasar mengenai hukum dagang dalam 

sistem hukum Indonesia. Pembahasan dalam buku ini diarahkan 

untuk membantu pembaca memahami hubungan antara kegiatan 

perdagangan, pelaku usaha, badan usaha, transaksi bisnis, 

perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa dalam praktik 

hukum dagang. 

Buku ini memuat pembahasan secara bertahap. Bagian awal 

membahas pengertian dan sejarah hukum dagang, sumber-sumber 

hukum dagang, serta kedudukan perusahaan dalam hukum dagang. 

Bagian berikutnya membahas persekutuan, perseroan terbatas, badan 

usaha milik negara, surat berharga, dan asuransi. Pembahasan 

kemudian dilanjutkan pada kepailitan, perlindungan konsumen, 

perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, dan alternatif 

penyelesaian sengketa. Susunan tersebut dibuat agar pembaca dapat 

memahami hukum dagang secara runtut, mulai dari konsep dasar 

sampai pada bidang-bidang khusus yang sering muncul dalam 

praktik bisnis. 

Penyusunan buku ini berangkat dari kebutuhan terhadap bahan 

ajar hukum dagang yang mudah dipahami, tetapi tetap 

mempertahankan karakter akademik dan ketepatan yuridis. Hukum 

dagang memiliki ruang lingkup yang luas karena berkaitan dengan 

kegiatan usaha, hubungan hukum antar pelaku bisnis, permodalan, 

tanggung jawab perusahaan, perlindungan terhadap pihak yang 

dirugikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, 

buku ini berusaha menyajikan materi secara jelas, singkat, dan 
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sistematis, tanpa melepaskan dasar hukum yang menjadi pijakan 

utama dalam setiap pembahasan. 

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan tujuan 

pembelajaran, pendahuluan, uraian materi, rangkuman, dan soal 

latihan. Format tersebut dimaksudkan agar pembaca tidak hanya 

membaca materi, tetapi juga dapat mengukur pemahamannya setelah 

mempelajari setiap bab. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan 

dalam kegiatan perkuliahan, diskusi kelas, tugas mandiri, maupun 

kajian awal bagi pembaca yang ingin memahami hukum dagang 

Indonesia. 

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena 

itu, masukan berupa kritik maupun saran yang konstruktif dari para 

pembaca sangat dibutuhkan guna memperbaiki serta 

menyempurnakan substansi buku ini di kemudian hari. 

Pada akhirnya, penulis mengucapkan apresiasi yang sebesar-

besarnya kepada seluruh pembaca yang telah menjadikan buku ini 

sebagai sumber belajar maupun acuan referensi. Penulis berharap 

buku ini dapat mendatangkan manfaat yang berarti dalam upaya 

memahami hukum dagang secara mendalam, mempertajam 

kemampuan analisis di bidang hukum, serta menumbuhkembangkan 

kesadaran mengenai betapa pentingnya kepastian hukum dalam 

menopang aktivitas perdagangan dan dunia bisnis. 

 

Manado, 6 Juni 2026 

Penulis 
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BAB 1 
PENGERTIAN DAN SEJARAH 

HUKUM DAGANG 
 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menguraikan pengertian hukum dagang berdasarkan literatur 

hukum dagang Indonesia yang valid.  

2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan hukum dagang dari akar 

sejarah hingga kodifikasi di Indonesia.  

3. Menjelaskan perkembangan hukum dagang dalam konteks global 

dan digital.  

 

 

 PENDAHULUAN 

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat yang 

berfungsi mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan 

dan transaksi bisnis, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan 

maupun badan hukum. Hukum dagang pada dasarnya berkaitan 

dengan hukum perikatan yang lahir dari kegiatan perusahaan 

“Hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari 

lapangan perusahaan”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa 

hukum dagang tidak hanya bertumpu pada aturan umum dalam 

KUHPerdata, tetapi juga memiliki ruang pengaturan yang lebih 
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BAB 2 
SUMBER SUMBER HUKUM 

DAGANG 
 

 

 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Mengidentifikasi sumber hukum dagang dan membedakan 

antara sumber formil dan materiil  

2. Menjelaskan kedudukan KUHD dan peraturan perundang 

undangan lain dalam hukum dagang Indonesia  

3. Menganalisis harmonisasi hukum dagang nasional dan 

internasional dalam praktik perdagangan global  

 

 

B. PENDAHULUAN  

Sumber hukum dagang dapat dipahami sebagai dasar 

pembentukan kaidah hukum yang mengelola relasi hukum dalam 

kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis. Sumber tersebut meliputi 

aturan tertulis, kebiasaan yang hidup dalam praktik perdagangan, 

putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta pandangan para 

ahli hukum. Keberadaan sumber hukum dagang berfungsi sebagai 

pedoman bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum agar kegiatan 

perdagangan berjalan secara tertib, adil, dan memiliki dasar 

pertanggungjawaban hukum yang jelas (Hayati, 2021, hlm. 4). 
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BAB 3 
PERUSAHAAN DALAM HUKUM 

DAGANG 
 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Mendeskripsikan definisi, karakteristik, serta peran perusahaan 

dalam hukum dagang. 

2. Menjelaskan berbagai bentuk perusahaan menurut hukum 

dagang Indonesia. 

3. Menganalisis kedudukan badan usaha sebagai subjek hukum 

dagang dan implikasi hukumnya. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Dalam hukum dagang, perusahaan dipahami sebagai entitas 

ekonomi yang menjalankan aktivitas kegiatan perdagangan secara 

berkesinambungan dengan orientasi untuk mendapatkan 

keuntungan. Perusahaan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum 

yang pengaturannya bersumber dari KUHD, KUHPerdata, dan 

berbagai UUsektoral, termasuk UU Perseroan Terbatas. Hayati 

menjelaskan bahwa perusahaan dapat berperan sebagai subjek hukum 

dalam kegiatan dagang, baik dalam bentuk usaha perseorangan 

maupun badan hukum. Pemahaman tentang perusahaan penting 
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BAB 4 
PERSEKUTUAN DALAM 

HUKUM DAGANG 
 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan definisi persekutuan dalam hukum dagang serta 

dasar hukumnya. 

2. Membedakan jenis persekutuan (Persekutuan Perdata, Firma, CV) 

berdasarkan karakteristik hukumnya. 

3. Menganalisis hak dan kewajiban sekutu dan implikasi hukumnya 

bagi praktik hukum dagang. 

 

 

 PENDAHULUAN 

Dalam hukum dagang, persekutuan merupakan bentuk kerja 

sama usaha dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih guna 

memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang dijalankan 

bersama. Persekutuan termasuk salah satu bentuk badan usaha yang 

pengaturannya terdapat dalam KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan 

bentuk dan susunan hukumnya, persekutuan dapat dibedakan 

menjadi persekutuan perdata, firma, dan CV. Setiap bentuk 

persekutuan memiliki konsekuensi tanggung jawab hukum yang 

berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persekutuan penting 
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BAB 5 
PERSEROAN TERBATAS 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menguraikan konsep Perseroan Terbatas dalam kedudukannya 

sebagai badan hukum dalam kerangka hukum dagang. 

2. Menjelaskan struktur organisasi, modal, dan tanggung jawab 

dalam PT menurut hukum Indonesia.  

3. Menganalisis kedudukan PT dalam sistem hukum dagang dan 

implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha.  

 

 

 PENDAHULUAN  

PT merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang secara 

tegas diakui dalam sistem hukum dagang Indonesia. PT menjadi 

badan usaha yang berbadan hukum dan salah satu bentuk perusahaan 

yang paling banyak digunakan karena memiliki pemisahan yang jelas 

antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemegang saham. 

Pemisahan tersebut menempatkan PT sebagai subjek hukum yang 

memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perdagangan modern di 

Indonesia. (Kartika, 2023)  
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BAB 6 
BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik BUMN dalam konteks 

hukum dagang Indonesia  

2. Mendeskripsikan dasar hukum BUMN dan implikasinya 

terhadap wewenang atau hak, kewajiban, serta beban 

pertanggungjawaban di hadapan hukum BUMN  

3. Menganalisis peran, fungsi, dan tantangan BUMN dalam 

perdagangan nasional dan internasional  

 

 

 PENDAHULUAN  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas hukum 

yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara dan 

berfungsi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus 

menyediakan layanan publik strategis. Sebagai pelaku ekonomi utama 

di sektor strategis, BUMN memainkan peran penting dalam 

menghubungkan kepentingan bisnis dengan kebijakan pemerintah, 

sehingga kedudukannya unik sebagai subjek hukum dagang sekaligus 

administratif. (Kartika, 2023) 
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BAB 7 
SURAT BERHARGA 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan definisi dan karakteristik surat berharga dalam 

hukum dagang Indonesia  

2. Menguraikan beragam jenis surat berharga yang 

pengaturannya termuat dalam KUHD serta berbagai 

ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan relevan dengan 

bidang tersebut. 

3. Menganalisis dasar hukum dan fungsi surat berharga dalam 

praktik perdagangan dan pasar modal  

 

 

 PENDAHULUAN  

Surat berharga adalah instrumen hukum yang banyak digunakan 

dalam kegiatan perdagangan dan keuangan. Instrumen ini berfungsi 

sebagai dasar perikatan, bukti adanya hak tagih, serta alat pembayaran 

yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya sesuai dengan 

ketentuan hukum dagang. Dalam sistem hukum Indonesia, 

pengaturan mengenai surat berharga terdapat dalam KUHD dan 

sejumlah peraturan lain di luar KUHD yang menjadi dasar normatif 

bagi penggunaan serta praktik surat berharga. (Muhammad, 2024).  
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BAB 8 
ASURANSI DI INDONESIA 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian hukum asuransi, kontrak asuransi, dan 

karakter hukum praktik asuransi di Indonesia.  

2. Mendeskripsikan dasar hukum praktik perasuransian nasional, 

termasuk peraturan pengaturannya dalam konteks hukum 

dagang.  

3. Menganalisis jenis jenis asuransi (jiwa, umum, syariah) dan 

implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam hukum 

bisnis dan ekonomi Indonesia. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Asuransi sebagai lembaga dapat dipahami sebagai institusi yang 

dibentuk secara khusus guna mengambil alih dan menanggung risiko 

dari pihak lain secara efektif. Dengan fungsi tersebut, lembaga 

asuransi berperan memberikan perlindungan atau jaminan kepada 

pihak yang memiliki potensi risiko melalui mekanisme pengalihan 

risiko berdasarkan asas-asas asuransi yang berlaku. Pengalihan risiko 

kepada lembaga asuransi, yang dalam praktik umumnya dilakukan 

melalui perusahaan asuransi, dapat dilakukan oleh individu, 

kelompok, maupun masyarakat luas. (Idayanti, 2020). 
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BAB 9 
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN 

KEWAJIBAN PEMBAYARAN 
UTANG 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat, dan prinsip 

kepailitan dalam hukum dagang Indonesia. 

2. Mendeskripsikan proses kepailitan, kedudukan debitor, kreditor, 

kurator, hakim pengawas, serta akibat hukum putusan pailit. 

3. Menganalisis fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sebagai mekanisme restrukturisasi kewajiban utang dan 

penyelamatan kelangsungan usaha debitor. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena 

berhubungan langsung dengan penyelesaian utang-piutang dalam 

kegiatan usaha. Dalam praktik bisnis, perusahaan atau pelaku usaha 

dapat mengalami kondisi keuangan yang memburuk sehingga tidak 

lagi sanggup melunasi kewajiban pembayaran kepada para kreditor. 
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BAB 10 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, asas, tujuan, dan dasar hukum 

perlindungan konsumen dalam hukum dagang Indonesia. 

2. Mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku 

usaha berdasarkan “UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen”. 

3. Menganalisis kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha serta 

mekanisme penyelesaian perselisihan konsumen dalam kegiatan 

transaksi barang, jasa, maupun perdagangan yang dilakukan 

secara elektronik. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam 

hukum dagang karena kegiatan perdagangan selalu melibatkan 

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hubungan 

tersebut, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena 

keterbatasan informasi, akses, daya tawar, dan kemampuan 

membuktikan kerugian. Oleh karena itu, hukum perlindungan 

konsumen hadir untuk menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha, menjamin kepastian 
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BAB 11 
HUKUM PERBANKAN 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan sumber 

hukum perbankan dalam sistem hukum dagang Indonesia. 

2. Mendeskripsikan kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, 

prinsip kehati-hatian, serta dasar pengaturan perbankan nasional. 

3. Menganalisis hubungan hukum antara bank dan nasabah, 

pengawasan perbankan, serta perlindungan hukum terhadap 

nasabah dalam praktik layanan perbankan. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Hukum perbankan menjadi salah satu bagian penting dalam 

hukum dagang karena bank memiliki peran sebagai lembaga 

intermediasi keuangan. Melalui fungsi tersebut, bank menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk 

kredit, pembiayaan, serta berbagai layanan jasa keuangan lainnya. UU 

Nomor 10 Tahun 1998 mengartikan bank sebagai “badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat”, sehingga bank tidak hanya 

dipahami sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai lembaga 

kepercayaan yang mengelola dana publik dan menunjang kegiatan 

ekonomi nasional. Dalam konteks hukum dagang, pembahasan 
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BAB 12 
HUKUM JAMINAN 

 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, fungsi, asas, ruang lingkupnya, dan 

dasar hukum jaminan dalam sistem hukum dagang Indonesia. 

2. Mendeskripsikan jenis-jenis jaminan, baik jaminan umum, 

jaminan khusus, jaminan dari kebendaan, maupun jaminan dari 

perorangan. 

3. Menganalisis kedudukan gadai, hipotek, hak dari tanggungan, 

fidusia, borgtocht, dan eksekusi jaminan dalam praktik kredit, 

pembiayaan, dan transaksi bisnis. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Hukum jaminan merupakan salah satu bagian penting dalam 

hukum dagang karena kegiatan bisnis, kredit, pembiayaan, dan 

perbankan membutuhkan kepastian mengenai pelunasan utang. 

Dalam hubungan utang-piutang, kreditur tidak cukup hanya 

mengandalkan janji debitur, tetapi juga membutuhkan instrumen 

hukum yang dapat memberi kepastian apabila debitur tidak 

memenuhi kewajibannya. Ashibly menguraikan bahwa hukum 

jaminan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum ekonomi, 

terutama dalam sektor industri, perdagangan, perseroan, dan 
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BAB 13 
HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

 

 

 

 

  TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, karakteristik, ruang lingkup, dan dasar 

hukum HAKI dalam sistem hukum dagang Indonesia. 

2. Mendeskripsikan jenis-jenis HAKI, meliputi hak cipta, merek, 

indikasi geografis, paten, desain industri, rahasia dagang, desain 

tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. 

3. Menganalisis fungsi HAKI sebagai instrumen perlindungan 

hukum, aset ekonomi, dan sarana komersialisasi dalam kegiatan 

perdagangan modern. 

 

 

 PENDAHULUAN  

HAKI merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena 

hasil cipta, invensi, merek, desain, rahasia dagang, dan karya 

intelektual lainnya tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki 

nilai ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Perkembangan bisnis 

modern, pelaku usaha tidak hanya bersaing melalui modal, barang, 

atau jasa, tetapi juga melalui ide, inovasi, identitas produk, teknologi, 

desain, dan reputasi komersial. Oleh sebab itu, hukum memberikan 
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BAB 14 
ARBITRASE DAN ALTERNATIF 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

 

 

 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 

mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, dan 

karakteristik arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa 

dalam hukum dagang Indonesia. 

2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, 

seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, 

dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. 

3. Menganalisis kedudukan perjanjian arbitrase, kewenangan 

arbiter, kekuatan putusan arbitrase, serta relevansi penyelesaian 

sengketa nonlitigasi dalam praktik perdagangan modern. 

 

 

 PENDAHULUAN  

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan bagian 

penting dalam hukum dagang karena transaksi bisnis selalu memiliki 

kemungkinan menimbulkan perselisihan antara para pihak. Sengketa 

dagang dapat terjadi karena wanprestasi, perbedaan penafsiran 

kontrak, keterlambatan pembayaran, pelanggaran klausula perjanjian, 

atau ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi. Dalam praktik bisnis 
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GLOSARIUM 

 

Glosarium ini memuat istilah-istilah penting yang digunakan 

dalam pembahasan hukum dagang, perusahaan, surat berharga, 

asuransi, kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum 

jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, serta arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa. 

 

A 

Alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase sesuai kebutuhan 

para pihak. 

Arbitrase. Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan 

umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa. 

Asuransi. Perjanjian hukum antara penanggung dan tertanggung, 

ketika penanggung mengambil alih risiko tertentu dengan imbalan 

premi yang dibayar oleh tertanggung. 

 

B 

Badan hukum. Subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah, 

hak dan kewajiban sendiri, serta dapat bertindak dalam hubungan 

hukum secara mandiri. 

Badan usaha. Bentuk organisasi usaha yang menjalankan kegiatan 

ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau memberikan 

kemanfaatan tertentu sesuai ketentuan hukum. 

Bank. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
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Bilyet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank untuk 

memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak yang ditunjuk dalam 

dokumen tersebut. 

BUMN. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

 

C 

Cek. Surat berharga berisi perintah tidak bersyarat dari penarik 

kepada bank tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada 

pemegang cek. 

Commanditaire Vennootschap. Persekutuan komanditer yang terdiri 

atas sekutu aktif sebagai pengurus usaha dan sekutu pasif sebagai 

penyetor modal dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang 

disetorkan. 

 

D 

Debitur. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi 

atau membayar utang kepada kreditur berdasarkan hubungan hukum 

tertentu. 

Direksi. Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan 

perseroan. 

Doktrin. Pendapat atau ajaran para ahli hukum yang digunakan 

untuk membantu menafsirkan norma hukum dan menjelaskan 

penerapan hukum dalam kasus tertentu. 
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E 

Endosemen. Cara pengalihan hak atas surat berharga tertentu melalui 

pernyataan tertulis pada surat tersebut atau pada lembar yang 

dilekatkan padanya. 

 

F 

Firma. Persekutuan dagang yang didirikan oleh dua orang atau lebih 

dengan memakai satu nama bersama dan menempatkan setiap sekutu 

pada tanggung jawab pribadi serta tanggung jawab bersama. 

 

G 

Gadai. Hak jaminan atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur 

kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. 

Good corporate governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang 

menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 

independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. 

 

H 

Hak cipta. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah 

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai ketentuan 

hukum. 

Hak ekonomi. Hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan. 

Hak Kekayaan Intelektual. Hak hukum atas hasil olah pikir manusia 

di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, merek, paten, 

desain, dan bidang kekayaan intelektual lainnya. 

Hak moral. Hak yang melekat secara pribadi pada pencipta untuk 

tetap dicantumkan namanya dan menjaga integritas ciptaan. 
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Hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

beserta benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan utang 

tertentu. 

Hukum dagang. Himpunan aturan hukum yang mengatur hubungan 

hukum dalam kegiatan perdagangan, perusahaan, transaksi bisnis, 

dan aktivitas ekonomi komersial. 

Hukum jaminan. Keseluruhan norma hukum yang mengatur 

hubungan antara kreditur dan debitur terkait benda atau hak yang 

dijadikan jaminan pelunasan utang. 

Hukum perbankan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur 

kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, dan hubungan hukum 

antara bank dengan nasabah. 

Hukum perdata. Cabang hukum yang mengatur hubungan hukum 

antarorang atau badan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak, 

kewajiban, perikatan, dan harta kekayaan. 

 

I 

Itikad baik. Asas yang mewajibkan para pihak bertindak jujur, 

terbuka, dan patut dalam pembentukan maupun pelaksanaan suatu 

perjanjian. 

 

J 

Jaminan fidusia. Hak jaminan atas benda bergerak atau benda 

tertentu yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai 

jaminan pelunasan utang. 

 

K 

Kepailitan. Sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas. 
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Konsumen. Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi dan menjalankan kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. 

Kreditur. Pihak yang mempunyai hak untuk menagih pemenuhan 

prestasi atau pembayaran utang dari debitur. 

KUHD. Kitab UUHukum Dagang yang menjadi salah satu sumber 

hukum tertulis utama dalam pengaturan kegiatan perdagangan di 

Indonesia. 

KUHPerdata. Kitab UUHukum Perdata yang menjadi dasar hukum 

umum bagi hubungan perdata dan berfungsi melengkapi pengaturan 

hukum dagang apabila KUHD tidak mengatur secara khusus. 

 

L 

Lex mercatoria. Hukum para pedagang yang tumbuh dari kebiasaan 

perdagangan di Eropa abad pertengahan dan menjadi salah satu akar 

historis hukum dagang modern. 

Lex specialis derogat legi generali. Asas hukum yang menyatakan 

bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apabila 

keduanya mengatur objek yang sama. 

 

M 

Merek. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk 

membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan 

oleh seseorang atau badan hukum. 
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N 

Nasabah. Pihak yang menggunakan jasa bank, baik sebagai 

penyimpan dana, peminjam, maupun pengguna layanan perbankan 

lainnya. 

 

O 

Obligasi. Surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu dan 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran 

pokok serta imbal hasil sesuai ketentuan penerbitan. 

Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang menyelenggarakan sistem 

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, 

termasuk perbankan, pasar modal, dan perasuransian. 

 

P 

Pailit. Keadaan hukum ketika debitur dinyatakan tidak mampu 

memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan 

pengadilan niaga. 

Pasar modal. Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang 

berhubungan dengan efek. 

Paten. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil 

invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. 

Pelaku usaha. Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang 

menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di 

wilayah hukum Indonesia. 

Pemegang saham. Pihak yang memiliki bagian modal dalam 

Perseroan Terbatas dan mempunyai hak serta kewajiban sesuai jumlah 

saham yang dimilikinya. 
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Penanggung. Pihak dalam perjanjian asuransi yang mengambil alih 

risiko tertanggung dan wajib memberikan ganti rugi atau santunan 

apabila risiko yang diperjanjikan terjadi. 

Perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang 

menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain 

untuk memenuhi prestasi. 

Perjanjian. Perbuatan hukum ketika satu pihak atau lebih 

mengikatkan diri kepada pihak lain sehingga menimbulkan akibat 

hukum bagi para pihak. 

Persekutuan. Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk 

memasukkan sesuatu ke dalam usaha bersama dengan tujuan 

memperoleh keuntungan. 

Persekutuan komanditer. Bentuk persekutuan yang membedakan 

kedudukan sekutu aktif sebagai pengelola usaha dan sekutu pasif 

sebagai penyetor modal. 

Perseroan Terbatas. Badan hukum berbentuk persekutuan modal 

yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha, 

dan modalnya terbagi dalam saham. 

Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara 

tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau 

laba. 

Perusahaan perseorangan. Bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan 

oleh satu orang dengan tanggung jawab pribadi atas seluruh kegiatan 

dan kewajiban usaha. 

Perusahaan Umum. Bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki 

negara, tidak terbagi atas saham, dan bertujuan memberikan 

kemanfaatan umum serta tetap mengejar keuntungan. 

PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mekanisme 

hukum yang memberi kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk 

menyepakati rencana perdamaian. 
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Polis. Dokumen tertulis yang memuat perjanjian asuransi, termasuk 

hak dan kewajiban penanggung serta tertanggung. 

Premi. Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada 

penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko dalam perjanjian 

asuransi. 

PT Persero. BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya 

terbagi dalam saham dan paling sedikit lima puluh satu persen 

sahamnya dimiliki oleh negara. 

 

R 

RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan yang 

memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau 

dewan komisaris. 

 

S 

Saham. Bagian modal Perseroan Terbatas yang menunjukkan 

kepemilikan pemegang saham atas perseroan. 

Sekutu aktif. Sekutu dalam CV yang menjalankan pengurusan usaha 

dan bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan. 

Sekutu pasif. Sekutu dalam CV yang hanya menanamkan modal dan 

tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. 

Sengketa bisnis. Perselisihan hukum yang timbul dari hubungan 

perdagangan, transaksi komersial, kontrak usaha, atau kegiatan bisnis 

lainnya. 

Sumber hukum. Dasar pembentukan dan berlakunya norma hukum, 

baik dalam bentuk peraturan tertulis, kebiasaan, yurisprudensi, 

traktat, maupun doktrin. 

Surat berharga. Dokumen hukum yang memuat hak tagih atau 

kewajiban pembayaran dan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai 

ketentuan hukum. 
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T 

Tertanggung. Pihak dalam perjanjian asuransi yang mengalihkan 

risiko kepada penanggung dan berkewajiban membayar premi. 

Traktat internasional. Perjanjian antarnegara yang dapat menjadi 

sumber hukum setelah disepakati dan diratifikasi sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. 

 

W 

Wesel. Surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat dari 

penarik kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pihak 

yang ditunjuk. 

 

Y 

Yayasan. Badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan 

digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau 

kemanusiaan. 

Yurisprudensi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan sebagai 

rujukan dalam menyelesaikan perkara sejenis atau menafsirkan norma 

hukum tertentu. 
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